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ABSTRAK 

 

Dasar pemerintah membagi izin tambang kepada ormas keagamaan adalah 

kepedulian supaya ormas keagamaan bisa mandiri. Ormas keagamaan tidak 

mungkin memenuhi berbagai kriteria yang wajib mereka miliki untuk 

pertambangan. Pasal 83A ayat (4) yang mengatakan, kepemilikan saham 

organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan 

menjadi pengendali, yang memiliki arti ormas keagamaan mendirikan suatu 

badan usaha yang berbadan hukum dan ormas keagamaan tersebut harus 

memiliki saham mayoritas yakni minimal 51% dari keseluruhan saham 

perusahaan, sehingga ormas keagamaan wajib mendirikan suatu badan hukum 

agar dapat memenuhi Pasal 83A ayat (1) yang berbunyi, “dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran 

secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi 

kemasyarakatan keagamaan”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui 

pengaturan tentang pengelolaan tambang bagi organisasi masyarakat keagamaan 

dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan 

pengelolaan tambang bagi organisasi keagamaan. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan hukum normatif dan jenis data pendekatan penelitian ini 

berbentuk kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu usaha yang dimiliki oleh ormas 

keagamaan merupakan tujuan pelaksanaan kewenangan pemerintah. Kata 

prioritas inilah yang menjadi highlight karena penawaran tersebut tidak 

dilakukan dengan cara lelang seperti yang dilakukan WIUPK tidak prioritas dan 

tujuan pengawasan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan seperti 

eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan atau konflik kepentingan, 

pengawasan yang dimaksud ini dapat dilakukan sedari awal melalui proses 

penerbitan perizinan, dikarenakan perizinan termasuk suatu bentuk pelaksanaan 

dari pengaturan yang sifatnya pengendalian yang pemerintah miliki kepada 

beberapa kegiatan yang masyarakat lakukan. 

 

Katakunci: Organisasi Masyarakat Keagamaan, Minerba, Pengelolaan 

Tambang 
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ABSTRACK 

 

The government's basis for distributing mining permits to religious organizations is 

concern so that religious organizations can be independent. Religious organizations 

cannot possibly meet the criteria that must be met for mining. Article 83A paragraph 

(4) states that religious community organization share ownership in a Business Entity 

must be majority and become a controller, which means that religious organizations 

establish a legal entity and the religious organization must have a majority of shares, 

namely at least 51% of the total company shares, so that religious organizations are 

required to establish a legal entity in order to fulfill Article 83A paragraph (1) 

“which states that in order to improve community welfare, WIUPK can be offered on 

a priority basis to Business Entities owned by religious community organizations”. 

This study aims to determine the regulations on mining management for religious 

community organizations and to determine the government's efforts in supervising 

mining management for religious organizations. The study was conducted using 

normative law and the type of data approach for this research uses a qualitative 

approach. The results of the study are that businesses owned by religious 

organizations are the goal of implementing government authority. The word priority 

is the highlight because the offer is not done by auction as is done by WIUPK non-

priority and the purpose of supervision is to ensure that there are no deviations such 

as excessive exploitation, environmental damage or conflicts of interest, the 

supervision in question can be carried out from the beginning through the licensing 

process, because licensing is one form of implementation of the control regulations 

owned by the government over activities carried out by the community. 

 

Keywords: Religious Community Organizations, Minerals and Coal, Mining 

Management 
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